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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA
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TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN

PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian

Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang

Tata Cara Penyusunan Rencana Pengelolaan pada Kawasan

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5432);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang

Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5956);;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang

Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5798);

10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

17);

12. Keputusan Presiden Nomor 121 / P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.81/Menhut-

II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi

Potensi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1442);
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14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 713).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA

PENGELOLAAN PADA KAWASAN SUAKA ALAM DAN

KAWASAN PELESTARIAN ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disebut KSA

adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan

maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok

sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan

dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai

wilayah sistem penyangga kehidupan.

2. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disebut KPA

adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik daratan

maupun perairan yang mempunyai fungsi pokok

perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan

keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta

pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya.

3. Cagar Alam yang selanjutnya disebut CA adalah KSA yang

karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan

jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan

beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan

upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan

perkembangannya dapat berlangsung secara alami.

4. Suaka Margasatwa yang selanjutnya disebut SM adalah
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KSA yang mempunyai kekhasan/keunikan jenis satwa liar

dan/atau keanekaragaman satwa liar yang untuk

kelangsungan hidupnya memerlukan upaya perlindungan

dan pembinaan terhadap populasi dan habitatnya.

5. Taman Nasional yang selanjutnya disebut TN adalah KPA

yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem

zona yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu

pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya,

pariwisata, dan rekreasi.

6. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disebut TWA adalah

KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan

pariwisata alam dan rekreasi.

7. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut TAHURA

adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau

satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau

bukan jenis asli, yang dimanfaatkan untuk kepentingan

penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang

budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.

8. Taman Buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan

sebagai tempat diselenggarakan perburuan secara teratur.

9. Pengelolaan KSA/KPA adalah upaya sistematis yang

dilakukan untuk mengelola kawasan melalui kegiatan

perencanaan, perlindungan, pengawetan, pemanfaatan,

pengawasan, dan pengendalian.

10. Nilai Penting Kawasan atau Fitur Kunci adalah

keanekaragaman hayati; atau ekosistem; atau

geomorfologi; atau bentang alam; budaya; atau situs pra

sejarah yang menjadi ciri khas dan prioritas pengelolaan

pada unit KSA/KPA.

11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi

tugas dan bertanggung jawab di bidang konservasi

sumber daya alam hayati dan ekosistem.
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